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a]1au mensgmfii teran?

: PADANG. HALUAN - Komisi

. Pemberantasan Korupsi, (K?K)
..tda1am'posisi menunggtr jika

Bareskrim Polri meminta duliu-
ngan dalam upaya pengusutan

PK Siap Bewffi

nWYf Pf f< Pol ri di Bar:eskrim belum
menjadikan penyidil<an kasrrs SPJ Fiktif
iilidil sebaeai prioritas penuntasatr
"penvidak. PYadilah, banyak nama yallgbenvidak. Padalah, banyak nama yallg
butfih kepastian hukum. Apakah KPK

kasus tersebut.
"Jika sebuah kasirs yang dita., "fungunsumpai ada anggapan

ngani di persidangan memuncul lain,terhadap aparat penJngak
kan sejumlah fakta baru, tentu hukum dari maSyarakat. Tentu ini
sebaiknya ditindaklanjtrti. Na- akan berdarlrpak kepada keper-
mun, hal ini menjadi. domain, ,cayadn masyarakai terhadap pe-
penegak hukum yang menangabi .; ne4ggaka.n.hukum di.negera ini,ii.
kasusnya. KPK pada prinsipnya. kata Sahnan per]gam3t.asal- Uni.
dapat mepberikan dtrkungan,. vgr.sitas Ekasakti ipi.l - ' . .
sesuai kewenangan koordinasi dan : ' Lebj h Ianjut :Sdh4an 

menyami
supervisi yang diatur un{ang-. .paikan. kasus ini'sudah diketahui
undang," kata Febri. oleh publik dengan ddmikian

Febri pernah menyampaikan. pastinya masyarakat sagat me-
Unit Koordinasi dan.'Supervisi nringgu-nunggu kelanjutannya.
bidang penindakan KPK telah : Pada,Dit Tipiko-r Sareskrim Polri,
memberikin dukungan berupa tentu banyak :inemiliki. sumber,
fasilitasi ahli pada penanganan , daya penyidik. Jadi kalau alasan-
kasus jilid pertama SPj Fiktif nya karena sedang menyelesaikan
dengan kerugian negaramencapai, kasus lain, sehinggakasus korupsi
puluhan miliar tersebut. "Jika yangtersebeiterjadidiSumbarlni
nanti ada.permintaan dukungan harus antrean terlebih dahulu.-. ,t

lagi, se;;uai kewenangan KPK Tidak hanya itu, penyelesaian
tentu akan kami tindaklanjuti,"'r:sebuah kasus itu meiupakan
sebutnya lagi.. ,. , . ,; upayl untuk mendapatkan ke-,

Sebelumnya, Konsentrasi pe- :pastien .lrukilm,.,Apakah ir,u .ter-
nyelidik Subdit Dit Tipidkor - sa.4gkq,,aqiigpqn Srang lainn;4a.
Bareskrim Polri .yang :menanflani, Semakin.cgpa{:itrbqes hukum.itrr,
perkara ini sedang terpecah : dan.,,. katanla; :tenrunyai liiereka yang
lebih fokus menangani perkaia disebut namanya sebeluinnyir
Iain, ketimbang kasus korupsi akansemakincepatm'endapatkan
dengan kerugian negara terbesar kepastian hukum.
di Sumbar itu. . "Kalau prosesnya sirdah sele-

Hal ini dinilai janggal oleh sai, tentu sudah ada kepastian.
sejumlah pengg.iat antikorupsi., hukUurinyar'Apakah. yang, diduga
Pengamat Hukum Sahnan..Sal.rri bersalah itu.lenar-benar bersalah
SirJgar'saat dihubungi Haluan, .atau tidak terbukti sama sekali.
Senin lliZ; berharap- penyidi( Kenapa harus ditunda kalau itu
juga mengingat harapan masya- bisa diselesaikan secepatnya,
rakat Sumbar. yang selama ini kasihanjuga kalau proses hukum-

kasus SPj Fiktif Jilid II di lingku-
ngan Dinas PU/PR Sutnbar. Sebe-

lumnya. KPK telah metnbelikan
dukungan bempa fasilitasi ahli
pada jilid perlama kasus tersebut

yang telah ftntas bersidang clengan
jatuhnya vonis sembilan tahun
unluk tcrpidana Ytrrafni Aio.

Hal itu disanrpaikan Jttrtl
Bicara KPK Febri DiansyiLh kepe-

da l-laluan, Senin (9/7 t. KPK
rncnilai. jika ditemukan scjlrl-
lah fakta buru cli pelsidairgan
kasus tersebut. pada jilid'perf ama,
maka sudah pada lempalnya
ditindaklanjuti I oleh penegak
hukum yang berwenang atas

>> KPK hal 07

nya itu lana," katanya.
Seandainya penyidik : penyidik,

polri tidak sanggup menyelesaikan
-kasus tersebut, kata SAhnan.
Silahkan diseralrkan kepada pihak

, ppneg4$,,hukgin: lainnya; :I{erena
. sahgat.tidak logis penundaan

kasqs itu pleh penyidik.
'lBiasa juga dilimpahkan kepa-

da'tingkat lebih rendah, contoh-
nya peryidik'Polda atau yang
lain, Tentu selain lebih cepat dan
juga akan mengurangi biaya
dalam. proses penegakkan hukum
ini." katanya.

Sendda dengan Sahnan, peng-
giat antikorupsi lainnya dari ICIff
(Indo nes ian C orup p t iotz W atch),
Donald Fariz menganggap alasan

. ditundanya'penyelidikan kasus.
: surat penanggungjawaban (SPj)
fiktif karena penyelidik Subdit Dit
.Tipikor Bareskrim Polri sedang
menangani.kasus lain tidak logis.

,: ,llMenurut:saya alasan ini tidak
logis. Apabila memang kekurangan

,Sumber. D-aya Manusia (SDM),
sehar$nya kasus'ini dilimpahkan

..ke:Polda Sumbar dan Polri
melakukan supervisi," ujamya.

Terkait pelimpahan kasus SPj
fiktif ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), ia mengatakan,
Polri tidak bisa melimpahkan ke
KFK ,karena tidak ada dasar
hukum. "Kalau mau; kasus harus
ditangani Polda Sumbar, tapi di.
bawah supervisi KPK." ujainya.
(h/mg-maVmg-hen/isq)


